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MEMBACA SEBAGIAN
POTRET HAM DI INDONESIA
(Refleksi Konstitusi, Agama dan Sejarah)




Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-undang Momor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,
sebagaimana yang diatur dan diubah dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pi-
dana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,
00 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cip-
ta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1) huruf ¢, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp
500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).

{3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta
melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp
1.000.000. 000, 00 (satu miliar rupiah).

{4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan
dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000, 00 (empat miliar rupiah).
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SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS
HUKUM UNITOMO SURABAYA

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang
dipunyai oleh setiap orang sejak dia dilahirkan, yang
meliputi hak dalam berbagai bidang yaitu bidang
ekonomi, politik, sosial, budaya dan lain-lain. HAM setiap
orang harus dihormati oleh sesama manusia maupun
oleh Negara dan bahkan secara universal HAM harus
dihormati oleh setiap negara. Perserikatan Bangsa Bangsa
(United Nations Organisation) telah mendeklarasikan
HAM, yaitu Universal Declaration of Human Right yang
berlaku secara universal bagi seluruh negara, bangsa dan
umat manusia. Secara nasional, perangkat hukum untuk
mengatur HAM di Indonesia tertuang dalam Undang
Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang Undang Nomor
39 Tahun 1999 Tentang HAM. Undang Undang HAM itu
diterbitkan sebagai buah dari perjuangan reformasi yang
berhasil menumbangkan rezim Orde Baru yang sarat
dengan kasus pelanggaran HAM.
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Saya selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Dr.
Soetomo Surabaya menyambut baik hadirnya buku karya
Dr. Siti Marwiyah, S.H., M.H., dan kawan-kawan,
yang berjudul: “Membaca Sebagian Potret HAM
di Indonesia: Refleksi Konstitusi, Agama dan
Sejarah”. Saya mengenal baik Dr. Siti Marwiyah,
S.H., M.H., karena beliau adalah dosen Fakultas Hukum
UNITOMO yang saat ini diberi amanah untuk menjabat
Rektor UNITOMO periode 2021-2024. Kapasitas Penulis
sangat kapabel dalam menulis buku HAM karena beliau
merupakan salah seorang pemerhati HAM yang sangat
produktif membuat karya tulis tentang HAM. Buku ini
menggambarkan potret pelanggaran dan penegakan
HAM di Indonesia baik yang dilakukan oleh perorangan,
kelompok dan negara dalam berbagai bidang kehidupan.

Kiranya kehadiran buku ini sangat membantu
pengayaan referensi tentang HAM dan diharapkan dapat
menggugah minat para dosen yang membidangi HAM dan
khususnya dosen Fakultas Hukum UNITOMO Surabaya
untuk menerbitkan karya-karya berikutnya tentang HAM
dalam berbagai perspektif. Di samping itu kehadiran buku
ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan mutu
akreditasi, khususnya bagi Fakultas Hukum UNITOMO
Surabaya agar menjadi lebih baik dan menjadi perguruan
tinggi dengan akreditasi unggul. Semoga buku ini dapat
memberikan manfaat bagi pembelajaran dan penegakan
HAM di Indonesia.
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Demikiankatasambutan Saya selaku Dekan Fakultas
Hukum UNITOMO. Sekali lagi Saya mengucapkan
selamat... proficiat untuk Dr. Siti Marwiyah, S.H.,
M.H., dkk. Semoga buku ini menjadi ladang amal dan
sodaqgoh ilmu dan amal jariyah yang terus mengalir bagi

para Penulisnya. Amin...

Surabaya, 01 September 2021

Salam,

Prof. Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Sp.N
Dekan Fakultas Hukum UNITOMO Surabaya
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PENGANTAR

Banyak pihak yang memberi kesan bahwa masalah
hak asasi manusia merupakan pemikiran barat yang
coba “dipaksakan” agar diterima masyarakat Indonesia.
Jika dicermati Indonesia telah memiliki konstitusi sejak
1945, yakni UUD 1945, dan di dalam UUD 1945 baik di
pembukaan maupun di batang tubuhnya sarat dengan
nilai-nilai hak asasi manusia. Pada pembukaan UUD 1945
telah mengatur tentang hak atas kemerdekaan, menjaga
perdamaian dan ketertiban dunia, memberi perlindungan,
dan juga berkomitmen terhadap perikemanusiaan, dan
keadilan.

Padabatang tubuh UUD 1945 dalam perumusannya
terjadi perdebatan yang hangat di dalam Badan Persiapan
Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)
yang pada akhirnya menghasilkan kosntitusi yang
menjamin hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan,
hak persamaan di depan hukum, penghidupan yang
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layak, kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan
beragama, dan berbagai hak asasi yang semakin luas.
Nilai-nilai yang diajarkan di dalam agama apapun secara
substansi juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai hak
asasi manusia, karena semua agama bertujuan yang sama
untuk menghormati martabat manusia dan menjunjung
tinggi kemanusiaan.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)
tahun 1948, dideklarasikan tiga tahun kemudian setelah
Indonesia merdeka. Hak asasi manusia merupakan hak
yang melekat sebagai hakikat manusia yang merupakan
anugerah Tuhan YME, dan wajib dihormati, dijunjung
tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah,
dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan
harkat dan martabat manusia. Artinya, HAM bukan
pemberian negara, bukan berasal dari barat, namun
merupakan pemberian Tuhan yang bersifat universal.
Primus interpares hak asasi manusia adalah dignity atau
memuliakan martabat manusia, dalam rangka kewajiban
untuk menghormati (fo respect), kewajiban untuk
memenuhi (to _fulfill), dan kewajiban untuk melindungi
(to protect).

Perjalanan sejarah dunia pada akhirnya menjadikan
hak asasi manusia sebagai isu karena kekuasaan raja-raja
yang absolut, menindas dan sewenang-wenang pada abad
ke 12 di Eropa yang terus berkembang, dan terjadinya
Perang Dunia II, juga terjadinya penjajahan negara-
negara maju terhadap negara berkembang seperti yang
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pernah dialami Indonesia. Kondisi ini menumbuhkan
kesadaran pentingnya menghormati martabat manusia,
membebaskan perbudakan, menghormati kemerdekaan
sebuah bangsa, membatasi kekuasaan yang absolut,
berbagai isu penindasan dan pelanggaran HAM ini yang
kemudian menjadiperjuangan HAM. Indonesiamengalami
masa pemerintahan yang otoriter dan penyalahgunaan
kekuasaan negara, situasi seperti ini sangat berpotensi
terjadinya pelanggaran HAM, seperti yang telah dilakukan
padamasa Orde Baru. Pelanggaran HAM yang Berat masa
lalu hingga sekarang belum terselesaikan.

Masa Reformasi telah melahirkan UU No. 39 tahun
1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 26 tahun
2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pasal 4
UU HAM menjamin hak untuk hidup, hak untuk tidak
disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani,
hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk
diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum,
dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang
berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat
dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun (non
derogable rights). Derogable rights merupakan hak-
hak yang tercakup dalam hak sipil dan politik yang tidak
bersifat absolut yang boleh dikurangi pemenuhannya
oleh negara dalam keadaan tertentu. Hak-hak tersebut
yaitu: (i) hak atas kebebasan berkumpul secara damai;
(i1) hak atas kebebasan berserikat, termasuk mem-
bentuk dan menjadi anggota serikat buruh; dan (iii)
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hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau bereks-
presi, termasuk kebebasan mencari, menerima dan
memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa
memperhatikan batas (baik melalui lisan atau tulisan).
Pengurangan atau pembatasan terhadap pelaksanaan hak
dapat dilakukan dengan pembatasan yang ditetapkan oleh
undang-undang, dengan maksud untuk menghormati atas
hak dan kebebasan orang lain (Pasal 70 UU HAM).

UU NO. 39 Tahun 1999 tentang HAM menjamin
berbagai hak-hak yang dimiliki warga negara, meliputi:
hak Anak, hak perempuan, hak turut serta dalam peme-
rintahan, hak atas kesejahteraan, hak atas rasa aman, hak
atas kebebasan pribadi, hak memperoleh keadilan, hak
mengembangkan diri, hak berkeluarga dan melanjutkan
keturunan, dan hak untuk hidup. Negara dalam hal ini
pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawabuntuk
menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan
HAM. Untuk memastikan pelaksanaannya maka didirikan
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM-RI).
Pelanggaran atas hak apa yang terjadi, siapa yang menjadi
korban, siapa pihak yang harus bertanggung jawab,
apakah pelanggaran terhadap UU No. 39 tahun 1999
atau terhadap UU No. 26 tahun 2000? Komnas HAM
dapat melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap
terjadinya pelanggaran HAM tersebut.

Negara memiliki kewajiban untuk menghormati,
melindungi dan memenuhi pelaksanaan HAM, jika
tidak menunaikan maka negara dinilai telah melakukan
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pelanggaran HAM. Lalu, muncul pertanyaan, apakah yang
bertanggungjawab atas suatu pelanggaran HAM hanya
negara? Ataukah unsur diluar negara juga bisa dimintakan
pertanggungjawaban atas terjadinya pelanggaran
HAM? Berdasarkan Pasal 1 angka 6, pelanggaran HAM
dapat dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang,
termasuk aparat negara. Sedangkan pada Pasal 1 angka
4 yang bertanggungjawab secara individual adalah orang
atau kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi.
Meskipun jika ditilik pada sejarahnya perjuangan HAM
adalah untuk membatasi negara dalam hal ini penguasa
agartidak melakukan tindakan sewenang-wenang. Hukum
selalu bergerak mengikuti perkembangan masyarakatnya.

Apresiasi yang tinggi terhadap penerbitan buku ini
yang ditulis oleh Dr. Siti Marwiyah, S.H., M.H; Dr. Abdul
Wahid, S.H., M.H.; Dr. M. Syahrul Borman S.H., M.H.;
dengan judul: Membaca Sebagian Potret HAM
di Indonesia (Refleksi Konstitusi, Agama dan
Sejarah). Semoga dapat memperkaya pembaca tentang
apa itu HAM, sejarah HAM, dan bagaimana konstitusi
menjamin HAM, dan berbagai pertanyaan kritis lainnya
tentang HAM.

Bandar Lampung, 10 Desember 2021

Siti Noor Laila, S.H., M.H.
Komisioner Komnas HAM periode 2012 - 2017
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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, naskah ini telah terbit menjadi
buku dengan judul “MEMBACA SEBAGIAN POTRET
HAM DI INDONESIA (Refleksi Konstitusi, Agama
dan Sejarah)”. Buku ini dikaji dari beberapa disiplin,
yang kesemua disiplin saling berkaitan.

alam buku ini diantaranya dibahas tentang ber-
bagai

tengah masyarakat atau [ kehidupan bernegara
dapat terbaca dengan mudah. Ada pelanggaran HAM
yang dilakukan oleh seseorang pada seseorang lainnya.
Ada pelanggaran yang dilakukan sekelompok orang
pada sekelompok orang lainnya. Ada pelanggaran yang
dilakukan oleh elemen negara pada seseorang, sekelompok
orang, pemohon jasa layanan publik, atau kalangan
pencari keadilan (justiabelen).

Selain problem pelanggaran HAM tersebut, juga
dapat terbaca, bahwa tidak sedikit upaya-upaya yang
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dilakukan seseorang, sekelompok orang, atau institusi-
institusi yang mewakili negara yang berupaya memberikan
perlindungan terhadap HAM. Sayangnya, upaya-upaya ini
terkadang kandas atau menemukan jalan terjal di tengah
jalan atau tidak dalam kategori memberikan yang terbaik
pada rakyat atau pencari keadilan.

Penulis juga mendeskripsikan peringatan yang ber-
temakan perlindungan HAM. Dengan mengutip pendapat
Baharudin Lopa yang berbunyi “kendati kapal akan karam,
tegakkan hukum dan keadilan”, yang ditafsirkannya,
bahwa pesan Lopa itu sejatinya mengingatkan setiap
pejuang hukum dan keadilan, bahwa di tangan atau
pundaknya, ada HAM yang harus diperjuangkan dengan
segenap jiwaraga. Tidak bole mengenal kata surut, apalagi
mundur untuk melindungi atau menegakkan HAM.

Apa yang penulis paparkan ini setidaknya diilhami
oleh beberapa penulis yang sudah banyak membahas
HAM. Faktanya diskursus tentang HAM sangat beragam.
Austin-Ranney misalnya berpendapat, bahwa HAM ada-
lah ruang kebebasan individu yang dirumuskan secara
jelas dalam konstitusi dan dijamin pelaksanaannya oleh
pemerintah. Pemerintah memberikan jaminan terhadap
terlaksana tidaknya HAM. Sementara A.J.M. Milne me-
nyebut, bahwa HAM adalah hak yang dimiliki oleh semua
umat manusia di segala masa dan di segala tempat karena
keutamaan keberadaannya sebagai manusia.

Dalam pandangan lain tentang kesejatian HAM

disebutkan atau diajarkan oleh John Locke. Menurut
John Locke, hak asasi adalah hak yang diberikan langsung
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oleh Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Artinya,
hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya tidak dapat
dipisahkan dari hakikatnya, sehingga sifatnya suci.

Kita pun dapat mencerna sejumlah penulis buku-
buku politik dan ketatanegaraan. Misalnya Miriam
Budiardjo membatasi pemahaman hak-hak asasi manu-
sia sebagai hak yang dimiliki manusia yang telah diper-
oleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau
kehadirannya di dalam masyarakat. Pandangan ini me-
nunjukkan tentang esensi HAM sebagai hak yang melekat
pada diri manusia sejak dihadirkan Tuhan di muka bumi
atau ke tengah-tengah pergaulan masyarakat.

Tulisan Peter R. Baehr menyebut juga bahwa hak
asasi manusia ebagai perwujudan hak dasar yang bersifat
mutlak dan harus dimiliki oleh setiap insan di dunia guna
perkembangan dirinya. Jika suatu bangsa atau negeri
menginginkan diklasfikasikan sebagai bangsa atau negeri
yang bermartabat, maka HAM mutlak harus ditegakkan.

Manusia secara hakiki memang telah mempunyai
hak dan kewajiban. Tiap manusia mempunyai hak dan ke-
wajiban yang berbeda, tergantung pada misalnya, jabat-
an atau kedudukan dalam masyarakat atau ditentukan
oleh peran yang ditentukan dalam norma yang menga-
turnya. Ini setidaknya dapat dipahami dalam Undang-
undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia yang menggaruskan, bahwa hak asasi manusia
adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha
Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati,
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dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan
Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta per-
lindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1).

Deskripsi itu menunjukkan, bahwa kewajiban asasi
membuat seseorang, sejumlah orang, lembaga, atau badan
hukum (korporasi) bisa menegakkan HAM. Karena di
dalam kewajiban ada perintah untuk menjalankan suatu
aktifitas yang berelasi dengan hak atau kepentingan orang
lain.

Sebagamana dikupas dalam buku ini, ternyata
ada kegagapan, kegagalan, atau kondisi desperatus yang
menjangkiti manusia-manusia yang seharusnya men-
jadi penegak atau pelindung HAM. Mereka bukannya
menjalankan kewajiban asasinya, tetapi berlaku paradok
dengan cara “memproduksi” secara individual maupun
kelompok dalam melakukan pengabagaian terhadap HAM.

Buku ini berusaha menunjukkan sebagian, bahwa
dalam realitas beragam atau multi aspek kehidupan
manusia, selain banyak ditemukan jenis-jenis pelanggaran
HAM, juga banyaknya pilar-pilar bangsa baik secara
domestik maupun publik yang tidak menunjukkan
responsibilitasnya terhadap perlindungan HAM.

Penulis,

Siti Marwiyah
Abdul Wahid
M. Syahrul Borman
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Pengantar Editor

PEMBUKTIAN DINAMIKA HAM

Buku yang ditulis oleh Tbu Siti Marwiyah, dkk
ini menarik. Setelah membaca dari bab ke bab, materi
atau substansinya menunjukkan, bahwa penulisnya
memberikan deskripsi pembuktian tentang dinamika

HAM di negeri ini, bahkan di dunia.

Para pembaca diajak penulis buku ini memahami,
bahwa problem HAM sejatinya merupakan masalah
fundamentalnya sosiologi hukum. Tidak akan pernah
ada sosiologi hukum dalam khazanah keilmuan sosial,
bilamana tidak ada problem-problem HAM, terutama
yang bertemakan pelanggaran HAM yang bersifat
istimewa atau keseriusan (exstra ordinary). Ketika sudah
dikaitkan dengan hak asasi masyarakat atau manusia,
tidak ada pembahasan yang stagnan, mati, dan selesai,
karena semua itu bersifat hidup, ada, dan berkembang.
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Jika merujuk secara historis, HAM di Indonesia
berawal dari konsep tentang kebebasan (freedom) yang
diapresiasi ke dalam istilah “kemerdekaan” sebagaimana
tertuang dalam Alinea ke 1 Pembukaan UUD 1945. Ke-
merdekaan yang demikian itu didasarkan pada eksis-
tensi manusia sebagai makhluk Tuhan, dimana manusia
sejatinya adalah pemilik substansi asasi yang tidak dapat
dihilangkan (non-derogable).

Setidak-tidaknya bersumber dari eksistensi itu
kemudian setiap orang dinilai memiliki “hak” sebagai
wujud pemberian Tuhan untuk hidup di muka bumi baik
dalam bentuk hak-hak sipil atau politik maupun hak-hak
ekonomi, sosial, dan budaya, serta hak-hak lainnya.

Banyak kajian yang dilakukan pembelajar dan
periset tentang hak-hak asasi manusia atau masyarakat
bangsa. Sifat transendental sebagai ciri konsep HAM di
Indonesia misalnya dapat dianalisis pula dalam peraturan
perundang-undangan.

Definisi HAM dapat dikritisi dalam Bab I Ketentuan
Umum Pasal 1 ayat (1) dari UU No. 39/1999 serta UU No.
26/2000 tentang Peradilan HAM yang berbunyi: “Hak
Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada
hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan
Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib
dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara,
hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehor-
matan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

HAM dalam konsep tersebut (berdasarkan UU HAM
dan Pengadilan HAM) tidak jauh berbeda dengan apa

XX Siti Marwiyah « Abdul Wahid « Syahrul Borman




MEMBACA SEBAGIAN POTRET HAM DI INDONESIA
(Refleksi Konstitusi, Agama dan Sejarah)

yang tertuang dalam Magna Charta, The Declaration of
Independence-nya Amerika, atau yang timbul di Perancis;
yang kemudian melahirkan persepakatan universal PBB
dalam “Universal Declaration of Human Rights” (UDHR)
pada tahun 1948.

Sebagai suatu bahan refleksi dan komparasi, misal-
nya kemerdekaan yang direbut dari penjajahan, oleh
bangsa Indonesia dimaksudkan sebagai sarana untuk
mewujudkan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan
bangsa. Berpijak pada cita-cita bangsa sebagaimana yang
tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, tidak berlebihan
bahwa Indonesia dalam perspektif HAM memiliki cita-cita
atau ekspektasi untuk mengaktualisasikan dan bahkan
memrogresifitaskan bahwa rakyat atau “anak bangsa”
memiliki hak untuk mendapatkan atau menikmati
kehidupan yang layak baik dalam aspek ekonomi, sosial,
dan budaya dalam ranah ketuhanan, kesatuan, keadilan,
demokratisasi, dan kemanusiaan.

Selain itu, kita sudah bisa membaca, bahwa per-
kembangan konstitusi Indonesia tidak terlepas dari
pergulatan berbagai sektor strategis dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara. Logis kalau kemudin
antara bangsa atau negara satu dengan lainnya tidak
selalu sama jika dikaitkan dengan eksistensi HAM. Ada
faktor kesejarahan, ideologi, politik, agama, dan lainnya
yang sangat kuat mempengaruhi HAM. Di negara ini, ada
dua kerangka penting di dalam konsep HAM, yaitu aspek
perlindungan individual (individual protection) dan
aspek perlindungan negara (state protection). Disinilah
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menunjukkan betaapa sakralitasnya HAM dalam kehidup-
an manusia.

Secara tidak langsung, penulis buku ini juga
mengajak mendiskursuskan, bahwa Indonesia merupakan
negara dengan karakteristik tersendiri. Negara Indonesia,
mempunyai kewajiban untuk memberikan kebebasan
individual untuk berperilaku baik sebagai makhluk Tuhan
maupun sebagai warga negara. Dalam ranah inilah secara
general biasanya terjadi pertarungan kepentingan.

Segala hak dan kewajiban individu telah disepakati
dalam kontrak sosial atau kesepakatan idealistic yang
secara bersama-sama berupaya mewujudkan -cita-cita
bangsa sebagaimana tercermin dalam alinea keempat
UUD 1945. Disinilah ada standar yang bisa digunakan
sebagai pijakan.

Komunitas pembelajar hukum dan konstitusi dapat
membaca, bahwa aspek perlindungan negara mencakup
pemaksnaan bahwa Indonesia sebagai bagian dari dunia
memiliki hak untuk melindungi bangsa dan negaranya
dari segala bentuk penjajahan, baik penjajahan dari arti
fisik maupun non-fisik berupa pemaksaan ideologi luar
untuk diadopsi dan diterapkan di Indonesia, baik yang
dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam beberapa aspek ditunjukkan penulis buku
ini tentang kondisi dan model pelanggaran HAM yang
terkait dengan kewajiban negara secara konstitusionalitas.
Indonesia merupakan negara yang berkarakter dan
berharkat mulia, independen, atau berkewibawaan, yang
di mata dunia, idealismenya haruslah sejajar dengan
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negara-negara lainnya, sehingga citra diri sebagai bangsa
besar tetap terjaga di dunia ini. An kita tahu secara umum
bahwa terkadang, ada saja negara atau bangsa lain, yang
karena dikaitkan dengan persoalan HAM, negeri ini
dianggapnya sebagai sumber masalah HAM dimanapun
berada.

Sebagai bagian dari pengungkapan berbagai bentuk
peristiwa di tengah masyarakat, yang sebagian diantaranya
berurusan dengan “masa lalu” (sejarah), maka buku ini
juga mengajak setiap kaum pembelajar untuk menata
kehidupan kini dan kedepan dengan tidak mengabaikan
sejarah.

Editor,

Dr. Noenik Soekorini, S.H., M.H.
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